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Lampiran 1. Matriks Peran Masing-Masing Aktor Berdasarkan Indikator 

Aktor Pencapaian Tujuan Integrasi Adaptasi 

DP3A Merancang, 

mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi 

program penanganan 

tindak kekerasan 

terhadap perempuan 

dan anak berbasis 

shelter. Hal ini akan 

membantu memastikan 

bahwa layanan yang 

diberikan benar-benar 

bermanfaat dan dapat 

memberikan 

perlindungan serta 

pemulihan yang 

dibutuhkan oleh 

korban. 

Mengoordinasikan 

berbagai pihak 

yang terlibat dalam 

penanganan 

kekerasan, 

termasuk instansi 

pemerintah 

lainnya, LSM, 

rumah sakit, dan 

aparat penegak 

hukum. Koordinasi 

yang baik 

memastikan 

bahwa semua 

pihak bekerja 

bersama-sama 

secara efektif, 

menghindari 

duplikasi usaha, 

dan memastikan 

bahwa korban 

menerima bantuan 

yang diperlukan 

dengan cepat dan 

tepat. 

Peka terhadap 

perubahan 

situasi dan 

kebutuhan di 

lapangan. Ini 

termasuk 

menyesuaikan 

kebijakan dan 

prosedur 

berdasarkan 

temuan baru, 

umpan balik 

dari korban, 

dan perubahan 

dalam 

lingkungan 

sosial dan 

hukum. DP3A 

perlu 

melakukan 

pemantauan 

rutin dan 

penelitian 

untuk 

memahami tren 

dan pola 

kekerasan 

yang terjadi. 

UPTD PPA Menetapkan tujuan 

yang jelas dan spesifik 

dalam program 

penanganan 

kekerasan. Misalnya, 

meningkatkan jumlah 

perempuan dan anak 

yang mendapatkan 

perlindungan dan 

layanan, serta 

meningkatkan 

kesadaran masyarakat 

Memastikan 

bahwa pelayanan 

penanganan 

tindak kekerasan 

perempuan dan 

anak berbasis 

shelter menjadi 

lebih efisien, 

terkoordinasi 

dengan baik, dan 

memberikan 

dampak yang lebih 

Merespons 

perubahan-

perubahan 

dalam 

kebutuhan dan 

kondisi 

lingkungan 

sekitar. 

Misalnya, jika 

terjadi 

peningkatan 

kasus 
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tentang kekerasan. positif bagi korban. 

Memfasilitasi 

integrasi layanan 

yang menyeluruh 

bagi korban 

kekerasan, seperti 

layanan medis, 

konseling, bantuan 

hukum, 

perlindungan, dan 

tempat tinggal 

sementara. 

kekerasan 

tertentu di 

suatu daerah, 

UPTD DP3A 

harus dapat 

menggeser 

sumber daya 

dan prioritas 

untuk 

menanggapi 

dengan cepat 

dan efektif.  

Shelter Memberikan 

perlindungan fisik dan 

keamanan bagi korban 

tindak kekerasan 

Menjalin kerja 

sama yang erat 

dengan pihak 

eksternal seperti 

organisasi non-

pemerintah, pusat 

kesehatan, 

advokat, dan 

lembaga 

pendidikan.  

Fleksibilitas 

dalam 

menyesuaikan 

jenis layanan 

yang mereka 

sediakan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

individu dan 

kelompok 

korban. Hal ini 

dapat 

mencakup 

penyesuaian 

jadwal, metode 

pengajaran, 

atau jenis 

bantuan yang 

diberikan 

berdasarkan 

umpan balik 

dari korban dan 

evaluasi 

kebutuhan 

mereka. 

Kelurahan Membangun dan 

menguatkan jaringan 

sosial di tingkat lokal. 

Ini melibatkan kerja 

sama dengan 

komunitas, organisasi 

Memastikan 

bahwa semua 

layanan  tersedia 

dan terintegrasi di 

tingkat lokal akan 

memudahkan 

Memastikan 

bahwa 

pelayanan 

penanganan 

tindak 

kekerasan 
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non-pemerintah, dan 

lembaga pemerintah 

lainnya untuk 

meningkatkan 

kesadaran akan 

kekerasan, 

memfasilitasi akses ke 

layanan penanganan. 

akses bagi korban 

dan meningkatkan 

efektivitas 

intervensi. 

perempuan 

dan anak tidak 

hanya 

responsif 

terhadap 

kebutuhan 

individu 

korban, tetapi 

juga mampu 

beradaptasi 

dengan 

perubahan 

dalam 

lingkungan 

sosial dan 

kebijakan yang 

mempengaruhi 

layanan 

tersebut. 

Bhabinkamtibmas Melakukan 

pemantauan terhadap 

keamanan di sekitar 

shelter atau tempat-

tempat perlindungan 

perempuan dan anak 

untuk mencegah 

insiden kekerasan lebih 

lanjut. Ini termasuk 

melakukan patroli rutin, 

memberikan kehadiran 

yang aman dan 

terpercaya bagi korban 

yang memerlukan 

bantuan. 

Menjembatani 

koordinasi antara 

pihak kepolisian, 

pemerintah 

daerah, dan 

lembaga atau 

organisasi yang 

terlibat dalam 

penanganan kasus 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak. 

Memiliki 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

khusus dalam 

mengenali, 

menangani, 

dan 

memberikan 

pertolongan 

pertama 

kepada korban 

kekerasan 

perempuan 

dan anak. Ini 

meliputi 

pemahaman 

mendalam 

tentang hukum 

perlindungan 

korban 

kekerasan, 

prosedur 

pelaporan, dan 
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keterampilan 

dalam 

memberikan 

dukungan 

psikososial 

yang tepat. 
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Lampiran 2. Scan surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar 
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Lampiran 3. Scan surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin 
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Lampiran 4. Scan surat izin penelitian dari DPMPTSP Kota Makassar
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Lampiran 5. Scan surat izin penelitian disposisi dari DP3A kepada Bidang 

Pemberdayaan perempuan, UPTD PPA dan Shelter warga kelurahan 

manggala 
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Lampiran 6. Scan surat izin penelitian dari Kantor Kecamatan 

Manggala  
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Lampiran 7. Wawancara bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan 

Perempuan (Ibu Hapidah Djalante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. Wawancara bersama dengan Kepala Bidang Tata Usaha Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) 

Kota Makassar (Ibu Sakinah, S.Kom) 
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Lampiran 9. Wawancara bersama dengan Ketua Shelter Warga Kelurahan 

Manggala (Ibu Indah Amriani) 

 

Lampiran 10. Wawancara bersama dengan koordinator Unit 

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Shelter 

Warga Kelurahan Manggala (Ibu Erna Am Lau) 
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Lampiran 11. Wawancara bersama dengan Kepala Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Sosial Kelurahan 

Manggala (Ibu Haslindah) 

 

Lampiran 12. Wawancara bersama dengan Bhabinkamtibmas 

Kelurahan Manggala (Bapak Aiptu Faisal) 

 

 

 



100 
 

  

Lampiran 13. Wawancara bersama dengan korban kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) (Ibu Samsinar) 

 

Lampiran 14. Wawancara bersama dengan Orang Tua Korban 

kekerasan terhadap anak (penculikan anak) di Kelurahan Manggala 

didampingi oleh Koordinator Seksi Unit Penanganan Kasus Kekerasan 

Shelter Warga.  
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Lampiran 15. Wawancara bersama dengan masyarakat Kelurahan 

Manggala 
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